55

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau di
Kabupaten Dompu secara umum telah sesuai dengan Undang—Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka Pemerintah Daerah
Kabupaten Dompu memiliki kewenangan untuk mengelola ruang terbuka
hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 23 Tahun
2014 tentang Rencana. Upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola
ruang terbuka hijau di Kabupaten Dompu secara umum telah sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 26 Tahun 2007
tentang Rencana Tataruang wilayah Kabupaten Dompu Tahun 20112031
yaitu: pemanfaatan secara maksimal untuk jalur hijau, pemanfaatan
kawasan konservasi pada bantaran sungai, pengembangan kawasan-
kawasan yang merupakan daerah aliran air (tangkapan air), lapangan olah
raga direncanakan penyebarannya ke tiap Subpusat Kota/Kecamatan,
mempertahankan makam sebagai ruang terbuka hijau kota, dibuatnya
kawasan penyangga (buffer zone) antara kawasan industri dengan kawasan
permukiman dan pengembangan hutan kota pada tiap subpusat kota.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Kewenangan Dinas Tata
Ruang Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah dalam mewujudkan Penataan Ruang di

Kabupaten Dompu antara lain:, (1) kepadatan bangunan dengan tata letak
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yang tidak teratur, (2) tidak adanya ruang terbuka hijau sebagai daerah
resapan hujan dan pengurang polusi udara, (3) akses jalan yang sulit
dilewati oleh kendaraan besar (mobil) pada pemukiman padat penduduk,
(4) kecilnya jalan akses menuju daerah tertentu karena banyak dijadikan
pemukiman, (5) akses untuk mendapatkan air bersih dan air minum sulit
didapat, (6) tidak adanya drainase yang baik dapat menyebabkan banjir
pada saat musim penghujan, (7) kepadatan penduduk membuat banyak
sampah rumah tangga menumpuk, (8) banyak penyakit yang timbul karena
lingkungan yang tidak bersih, (9) buruknya instalasi kelistrikan di daerah
tersebut, (10) banyaknya kejadian kebakaran yang terjadi di permukiman
padat karena hubungan arus pendek listrik, (11) banyaknya sungai atau
drainase yang tercemar oleh limbah rumah tangga.
B. Saran

1. Pemerintah hendaknya tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik saja,
namun juga memperhatikan ketersediaan Ruang terbuka Hijau
sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
seperti . Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada, seperti taman kota dan
hutan kota hendaknya lebih diperhatikan lagi kebersiahan dan ketersediaan
fasilitasnya. Pelaku kebijakan hendaknya lebih mensosialisasikan lagi
kepada masyarakat agar dapat menjaga kebersihan taman kota.

2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Dompu dilaksanakan secara konsisten,

terencana dan memiliki manfaat bagi pengembangan kawasan tanpa
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merugikan masyarakat, sehingga diperlukan adanya faktor substansi
hukum, struktur kelembagaan, sarana dan prasarana yang mendukung
dengan memperbaiki pemahaman budaya kearifan lokal dan pengetahuan

masyarakat.
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